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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Manajemen risiko adalah proses perencanaan kegiatan yang dibuat untuk 

mengantisipasi terjadinya risiko organisasi termasuk adanya kegiatan indentifikasi, perencanaan, 

startegi, dan penilaian hal- hal negatif yang dapat terjadi. Penerapan manajemen risiko berpedoman 

pada konsep SPIP yang telah dilaksanakan dan terintegrasi dengan strategi  manajemen. Proses atau 

fungsi manajemen resiko sering diterjemahkan dalam tiga langkah  yaitu perencanaan, pelaksanaan, 

dan pengendalian. Manajemen resiko diharapkan dapat membuat organisasi menjadi sadar resiko dan 

lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan dengan tujuan agar organisasi dapat mengambil keputusan 

yang tepat dan optimal. Sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 

2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pimpinan instansi pemerintah wajib        melakukan 

penilaian Risiko, sehingga Organisasi Perangkat Daerah diharapkan mampu mengindentifikasi 

penyimpangan atas pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan rencana kegiatan. 

Oleh karena itu diperlukan penilaian atas resiko yang dimiliki sehingga dapat 

ditentukan tindakan preventif dan solutif terhadap resiko yang akan dihadapi sesuai dengan 

skala penilaian risiko. 

B. DASAR HUKUM 

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 

3. Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah; 

4. Lampiran Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraaan Keuangan Daerah 

Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah; 

5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem 

Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan; 

6. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis 

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Lamongan; 

7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman 

Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan. 

C. MAKSUD DAN TUJUAN 

Kegiatan penyusunan laporan penilaian risiko tahun 2025 bertujuan sebagai 

implementasi untuk mengidentifikasi, mengnalisis, danpemantauan oleh Pemilik Risiko 

dan melaporkan hal- hal yang membutuhkan solusi/rekomendasi kepada unit kepatuhan 

sebagai sarana pemilik risiko dalam mencapai tujuan Organisasi Perangkat Daerah. 

D. RUANG LINGKUP 

Kegiatan Penilaian Resiko tahun 2025 di lingkungan Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Lamongan dilakukan untuk mengetahui skala dampak dan intensitas 

terjadinya resiko yang   sudah disusun terhadap pencapaian tugas dan tujuan Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan. 
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BAB II 

PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN 

A. KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN SAAT INI 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan selaku unsur pelaksana urusan 

pendapatan daerah di Kabupaten Lamongan telah menyusun register risiko OPD dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai tujuan meningkatnya 

kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah. Adapun risiko 

yang telah berhasil dikategorikan menjadi 2 yaitu risiko strategis dan operasional. Kondisi 

lingkungan pengendalian Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan pada tahun 

2025 berdasarkan pada dokumen hasil kuesioner penilaian  lingkungan pengendalian intern 

dapat dikategorikan memiliki nilai “memadai” sebagaimana  tabel di bawah ini : 
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REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN 

CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE) 

Pemerintah Kabupaten Lamongan 

2025 
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Sebagai contoh, simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian adalah sebagai berikut: 

 

1. Penegakan integritas dan nilai etika 

- Sudah terdapat kode etik yaitu Perbup Lamongan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Nilai Dasar, 

Kode Etik dan Kode Perilaku ASN namun perlu dibuatkan aturan turunan berupa SK Kepala 

Badan tentang SOP Kode Etik dan Integritas. 

- Penegakan integritas dan penerapan nilai-nilai etika dalam organisasi telah mulai diterapkan 

dan menunjukkan perkembangan baik. Namun, konsistensi dan internalisasi nilai-nilai 

tersebut masih perlu ditingkatkan. Indikasi seperti belum meratanya pemahaman etika kerja, 

serta perlunya keteladanan yang lebih kuat dari pimpinan menjadi hal yang diperlukan dalam 

penegakan integritas dan etika secara menyeluruh 

2. Komitmen terhadap kompetensi 

- Rapat evaluasi belum dilaksanakan secara rutin dan belum bisa dilaksanakan kegiatan bimtek 

atau diklat pajak karena efisiensi anggaran, belum meratanya partisipasi pegawai dalam 

program peningkatan kompetensi, terutama di tingkat pelaksana dan teknis 

- Tingkat kompetensi pegawai sudah memadai. Namun, seiring dengan perkembangan tuntutan 

pekerjaan dan dinamika organisasi, peningkatan kompetensi secara berkelanjutan tetap 

diperlukan seperti bimtek,diklat atau coaching antara atasan dan bawahan 

3. Kepemimpinan yang kondusif 

- belum konsistennya keteladanan dari pimpinan dalam menerapkan nilai-nilai organisasi, 

kurangnya komunikasi strategis yang mendorong inovasi, serta pengambilan keputusan yang 

kurang partisipatif 

- Kepemimpinan dalam organisasi telah menciptakan suasana kerja yang cukup kondusif, 

ditandai dengan terbukanya komunikasi, adanya dukungan terhadap bawahan, serta 

terciptanya lingkungan kerja yang harmonis. Meskipun demikian, masih diperlukan 

peningkatan dalam hal pengambilan keputusan yang lebih responsif, pemberian arahan yang 

lebih strategis untuk mendorong semangat kerja. 

4. PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN 

- masih adanya tumpang tindih tugas dan fungsi antar unit, belum optimalnya alur koordinasi 

dan komunikasi lintas bagian, serta kurangnya fleksibilitas struktur dalam merespons 

perubahan . 

- Struktur organisasi telah disusun selaras dengan proses bisnis yang berjalan, pola mutasi yang 

teratur. hal tersebut mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi tiap unit kerja. 

stuktur organisasi yang disusun selaras ini harus tetap dijaga. 

5. PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT 

- Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab telah dilaksanakan secara tepat, namun perlu 

dilakukan monev secara berkala. 

6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM 

- pelatihan dan pengembangan SDM masih cenderung bersifat administratif dan belum 

sepenuhnya berbasis pada kebutuhan strategis organisasi, rendahnya tindak lanjut dari hasil 

pembinaan juga menjadi hambatan  

- Penyusunan dan penerapan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) telah dilaksanakan 

secara efektif dan mendukung peningkatan kapasitas pegawai. Namun demikian, efektivitas 

pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan melalui monev berkala, penyelarasan dengan 

kebutuhan organisasi yang dinamis 
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7. Perwujudan peran APIP yang efektif 

- Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dan bersertifikasi, kurang optimalnya 

pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan pengawasan, rekomendasi hasil pengawasan 

belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh unit terkait 

- Tim SPIP telah terbentuk sebagai bagian dari upaya penguatan pengendalian intern di 

lingkungan organisasi. Namun, efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsinya masih perlu 

ditingkatkan, khususnya dalam hal koordinasi, pelaksanaan monitoring, serta pemahaman 

peran dan tanggung jawab masing-masing pegawai 

8. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait  

- Kolaboratif juga masih bersifat reaktif dan belum diarahkan pada pembentukan kemitraan 

strategis jangka panjang, masih adanya ego sektoral yang menghambat sinergi. 

- Kerja sama dengan Instansi terkait sudah terjalin dengan baik namun masih perliu 

ditingkatkan agar sinergi antar lembaga semakin optimal dan memberikan dampak yang lebih 

luas. 
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B. RENCANA PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan dalam pengelolaan mitigasi risiko 

memiliki beberapa kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai sebagaimana berikut 

: 

1. Sudah terdapat kode etik yaitu Perbup Lamongan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Nilai 

Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN namun perlu dibuatkan aturan turunan berupa 

SK Kepala Badan tentang SOP Kode Etik dan Integritas. 

2. Rapat evaluasi belum dilaksanakan secara rutin dan belum bisa dilaksanakan kegiatan 

bimtek atau diklat pajak karena efisiensi anggaran, belum meratanya partisipasi pegawai 

dalam program peningkatan kompetensi, terutama di tingkat pelaksana dan teknis 

3. Belum konsistennya keteladanan dari pimpinan dalam menerapkan nilai-nilai organisasi, 

kurangnya komunikasi strategis yang mendorong inovasi, serta pengambilan keputusan 

yang kurang partisipatif 

4. Masih adanya tumpang tindih tugas dan fungsi antar unit, belum optimalnya alur koordinasi 

dan komunikasi lintas bagian, serta kurangnya fleksibilitas struktur dalam merespons 

perubahan. 

5. Monitoring dan evaluasi belum dilaksanakan secara berkala 

6. Pelatihan dan pengembangan SDM masih cenderung bersifat administratif dan belum 

sepenuhnya berbasis pada kebutuhan strategis organisasi, rendahnya tindak lanjut dari hasil 

pembinaan juga menjadi hambatan 

7. Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dan bersertifikasi, kurang optimalnya 

pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan pengawasan, rekomendasi hasil 

pengawasan belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh unit terkait 

8. Kolaboratif juga masih bersifat reaktif dan belum diarahkan pada pembentukan kemitraan 

strategis jangka panjang, masih adanya ego sektoral yang menghambat sinergi. 

 

 Guna mengatasi lingkungan pengendalian yang kurang memadai di atas maka diperlukan beberapa 

strategi rencana tindak pengendalian perbaikan terhadap lingkungan pengendalian sebagaimana tabel 

sebagai berikut : 

Formulir Kertas Kerja 

Penilaian atas Kegiatan Pengandalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan 

 

No 

Kondisi Lingkungan 

Pengendalian yang 

Kurang Memadai 

Rencana Tindak Perbaikan 

Lingkungan Pengendalian 

Penanggung 

jawab 

Target 

Waktu 

Pnyelesaian 

1 

Sudah terdapat kode etik 

yaitu Perbup Lamongan 

Nomor 39 Tahun 2021 

tentang Nilai Dasar, Kode 

Etik dan Kode Perilaku ASN 

namun perlu dibuatkan 

aturan turunan berupa SK 

Kepala Badan tentang SOP 

Kode Etik dan Integritas. 

Peninjauan regulasi kode etik 

yang sudah ada dengan Perbup 

Lamongan Nomor 39 Tahun 2021 

dan penegakan integritas dan nilai 

etika lebih dimasifkan 

Kepala Badan Desember 

2 

Rapat evaluasi belum 

dilaksanakan secara rutin 

dan belum bisa dilaksanakan 

Menunjuk pegawai yang 

berpengalaman untuk menjadi 

narasumber internal secara 

Sekretaris 

Badan 

Setiap 

Minggu, 



 

9 

 

No 

Kondisi Lingkungan 

Pengendalian yang 

Kurang Memadai 

Rencana Tindak Perbaikan 

Lingkungan Pengendalian 

Penanggung 

jawab 

Target 

Waktu 

Pnyelesaian 

kegiatan bimtek atau diklat 

pajak karena efisiensi 

anggaran, belum meratanya 

partisipasi pegawai dalam 

program peningkatan 

kompetensi, terutama di 

tingkat pelaksana dan teknis 

bergilir, sistem peendampingan 

internal bisa dengan pegawai 

junior dibimbing senior, memberi 

penghargaan simbolik (seperti 

sertifikat, apresiasi dalam apel, 

piagam internal) kepada pegawai 

disiplin dan berkinerja baik, 

atasan menyampaikan pesan 

motivasi dan evaluasi kinerja 

Bulanan, dan 

Triwulanan 

3. 

Belum konsistennya 

keteladanan dari pimpinan 

dalam menerapkan nilai-

nilai organisasi, kurangnya 

komunikasi strategis 

yangmendorong inovasi, 

serta pengambilan 

keputusan yang kurang 

partisipatif 

jadwal rapat internat secara rutin 

bisa dikemas dengan padat tidak 

terlalu lama, menyediakan waktu 

di akhir rapat untuk saran, kritik 

membangun, dan apresiasi 

antarpegawai secara terbuka dan 

santun. 

Kepala Badan 
Setiap Senin 

Pagi 

4 

Masih adanya tumpang 

tindih tugas dan fungsi antar 

unit, belum optimalnya alur 

koordinasi dan komunikasi 

lintas bagian, serta 

kurangnya fleksibilitas 

struktur dalam merespons 

perubahan . 

Pembuatan SOP 

Kepala 

Subbagian 

Umum dan 

Kepegawaian 

Desember 

5 

Monitoring dan evaluasi 

belum dilaksanakan secara 

berkala 

Melaksanakan monev secara 

berkala dan membuat formulir 

laporan pelaksanaan tugas 

sederhana, dan melaporkan 

kemajuan dan hambatan 

dievaluasi berkala untuk atasan 

Kepala Badan 

dan Kepala 

Bidang-Bidang 

Setiap Bulan 

6 

Pelatihan dan 

pengembangan SDM masih 

cenderung bersifat 

administratif dan belum 

sepenuhnya berbasis pada 

kebutuhan strategis 

organisasi, rendahnya tindak 

lanjut dari hasil pembinaan 

juga menjadi hambatan 

Pimpinan unit kerja melakukan 

pembinaan non-formal yang 

menarik melalui coaching, 

mentoring, dan evaluasi kerja 

harian/mingguan, atasan 

memonitoring dampak 

pembinaan terhadap perubahan 

sikap/kinerja pegawai 

Kepala 

Subbagian 

Umum dan 

Kepegawaian 

dan Kepala 

BIdang - Bidang 

Januari-

Desember 
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No 

Kondisi Lingkungan 

Pengendalian yang 

Kurang Memadai 

Rencana Tindak Perbaikan 

Lingkungan Pengendalian 

Penanggung 

jawab 

Target 

Waktu 

Pnyelesaian 

7 

Keterbatasan sumber daya 

manusia yang kompeten dan 

bersertifikasi, kurang 

optimalnya pemanfaatan 

teknologi informasi dalam 

kegiatan pengawasan, 

rekomendasi hasil 

pengawasan belum 

sepenuhnya ditindaklanjuti 

oleh unit terkait 

diadakan pelatihan tim SPIP 

untuk peningkatan efektivitas 
Kepala Badan 

Setiap 

Triwulan 

8 

Kolaboratif juga masih 

bersifat reaktif dan belum 

diarahkan pada 

pembentukan kemitraan 

strategis jangka panjang, 

masih adanya ego sektoral 

yang menghambat sinergi. 

Meningkatkan kerja sama dan 

hubungan profesional yang baik 

dengan instansi terkait 

Kepala Badan 
Januari-

Desember 
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BAB III 

PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN 

A. Penetapan Konteks/Tujuan 

Tujuan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan selaras dengan tujuan 

dalam RPJMD Kabupaten lamongan, dimana di dalam RPJMD Kabupaten Lamongan 

memiliki tujuan yaitu ”Mengoptimalisasi Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan 

Masyarakat Terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan hingga ke Desa”.  

Tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan adalah untuk meningkatnya 

kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah. Sedangkan sasaran 

adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, 

mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke 

depan. 

Oleh karena itu guna mewujudkan visi dan misi sebagaiamana tersebut di atas, 

berdasarkan pada Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026 

maka ditetapkan sasaran jangka menengah yang hendak dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Lamongan, yang selaras dan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh 

Kabupaten Lamongan yang dibagi menjadi                 2 sasaran yaitu : 

1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD); 

2. Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah. 

 

B. Hasil Identifikasi Risiko 

Berdasarkan pada hasil analisis penyusunan register resiko, maka dapat dijabarkan 

bahwa Badan Pendapatan Daerah sebagai pelaksana tugas menggali dan meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lamongan memiliki resiko yang berhasil dianalisis yang 

terbagi ke dalam resiko strategis dan resiko operasional sebagaimana matriks yang disajikan 

sebagai berikut : 

Tabel Kertas Kerja Risiko Strategis Badan Pendapatan Daerah 
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Tabel Kertas Kerja Risiko Operasional Badan Pendapatan Daerah 
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C. Hasil Analisis Risiko 

Berdasarkan pada matriks risiko strategis dan operasional di atas maka dapat dilakukan 

analisis terkait skala risiko yang akan dihadapi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) di Kabupaten Lamongan ke depan, adapun skala risiko serta penyebab dan dampak 

risiko dapat  kami sajikan melalui tabel berikut : 
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Besaran Skala Dampak dan Kemungkinan Risiko 
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19 

 

MATRIKS ANALISIS RISIKO 

 

MATRIKS ANALISIS RISIKO 

Dampak/Konsekuensi  

Tidak 

Signifikan 
Kurang signifikan Sedang Signifikan 

 

Sangat Signifikan 

 1 2 3 4  

Kemungkinan 

Terjadinya 

Risiko 

Sangat Sering 5   ROO.25.37.08.16   

Sering 4    RSO.25.37.08.01 

ROO.25.37.08.02 

ROO.25.37.08.15 

 

 

Kadang-

Kadang 

3  ROO.25.37.08.14 ROO.25.37.08.13 ROO.25.37.08.03 

ROO.25.37.08.04 

ROO.25.37.08.05 

ROO.25.37.08.06 

ROO.25.37.08.07 

ROO.25.37.08.08 

ROO.25.37.08.11 

ROO.25.37.08.12 

 

 

Jarang 2    ROO.25.37.08.01 

ROO.25.37.08.09 

ROO.25.37.08.10 

 

Sangat Jarang 1      

 

Keterangan :  

Sangat Rendah Rendah Tinggi Sangat Tinggi 
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D. Pengendalian Yang Sudah Dilakukan 

Berikut akan dijabarkan mengenai pengendalian yang sudah dilaksanakan oleh Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan untuk mengendalikan risiko strategis dan risiko 

operasional yang telah diidentifikasi dan telah dilaksanakan yang dapat kami jabarkan ke dalam 

matriks tabel sebagai berikut : 

Formulir Kertas Kerja 

Rancangan Pemantauan Atas Pengendalian Intern 

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Lamongan 

Tahun Penilaian : 2025 

Tujuan Strategis Pemda : 

Urusan Pemerintahan : 

Dinas Terkait : Badan Pendapatan Daerah 

  

No Kegiatan Pengendalian 

yang Dibutuhkan 

Bentuk/Metode 

Pemantauan 

yang 

Diperlukan 

Penanggung 

Jawab 

Pemantauan 

Rencana 

Waktu 

Pelaksanaan 

Pemantauan 

Realisasi 

Waktu 

Pelaksanaan 

Keterangan 

 

Risiko Strategis OPD Badan Pendapatan Daerah:     

1 Membuat target 

Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) mempertimbangkan 

dinamika makroekonomi 

daerah secara komprehensif 

dan kajian potensi. 

Rapat 

Koordinasi dan 

Rapat Evaluasi 

Kepala 

Badan 

Juni&Juli 

2025 

Juni&Juli 

2025 

Perhitungan target 

PAD masih 

membertimbangkan 

indikator 

makroekonomi 

berupa PDRB dan 

tren kenaikan pajak 

5 tahun terakhir 

serta analis potensi 

pajak daerah 

 

 

Risiko Operasional OPD Badan Pendapatan Daerah:     

1  

Sosialisasi pajak dan 

retribusi daerah secara 

masif, dan monev OPD 

penghasil secara berkala 

 

Surat 

Menyurat dan 

Rapat 

Koordinasi, 

Rapat Evaluasi 

Kepala 

Badan dan 

Kepala 

Bidang-

Bidang 

Setiap 

Triwulan 

2025 

Maret, Juni, 

September, 

Desember 

2025 

Sudah dilaksanakan 

 

2  

Kerja sama dengan pihak 

akademis dalam pembuatan 

kajian ilmiah 

makroekonomi daerah 

dalam menetapkan target 

PAD 

 

Rapat 

Koordinasi, 

Surat 

Menyurat 

Kepala 

Bidang 

Perencanaan 

dan 

Penetapan 

Juni & Juli 

2025 

Juni & Juli 

2025 

Akan dilaksanakan 

kerja sama dengan 

akademisi dengan 

berkoordinasi 

dengan Bappeda 

terlebih dahulu 

 

3 Melakukan digitalisasi 

pendataan objek pajak 

daerah secara integrasi 

(bisa berbasis lokasi seperti 

GIS) 

Rapat 

Koordinasi 

Kepala 

Bidang 

Perencanaan 

dan 

Penetapan 

Tribulan I 

(Januari-

Maret 

2025) 

Maret 2025 Sudah dilaksanakan 

 

4 Membuat jadwal dan 

sosialisasi interaktif dan 

Surat 

Menyurat, 

Kepala 

Bidang 

Januari-

Desember 

Januari-

Desember 

Sedang 

dilaksanakan 
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masif melalui media sosial Rapat 

Koordinasi 

Perencanaan 

dan 

Penetapan 

2025 2025 

5 Mengevaluasi anggaran 

tahunan dan menetapkan 

anggaran yang mencakup 

pengadaan sekaligus 

pemeliharaan. 

Surat 

Menyurat, 

Rapat 

Koordinasi, 

Rapat Evaluasi 

Kepala 

Bidang 

Pelayanan 

dan 

Penagihan 

Januari-

Desember 

2025 

Januari-

Desember 

2025 

Sedang 

dilaksanakan 

 

6 Menyediakan fitur untuk 

koreksi atau pembaruan 

data oleh petugas lapangan 

atau WP secara mandiri 

dengan otorisasi dan 

mengusulkan penambahan 

tenaga teknis pendataan 

pajak daerah 

Surat 

Menyurat dan 

Rapat 

Koordinasi 

Kepala 

Bidang 

Perencanaan 

dan 

Penetapan 

Triwulan I 

(Januari-

Maret 

2025) 

Maret 2025 Sudah dilaksanakan 

 

7 Mengusulkan penambahan 

tenaga teknis Penilai PBB 

Surat 

Menyurat, 

Rapat 

Koordinasi 

Kepala 

Bidang 

Perencanaan 

dan 

Penetapan 

Januari-

Desember 

2025 

Januari-

Desember 

2025 

Sedang 

dilaksanakan 

 

8 Mengembangkan sistem 

berbasis GIS atau sistem 

informasi pajak yang 

mampu memetakan nilai 

tanah secara spasial dan 

dinamis. 

Rapat 

Koordinasi dan 

Rapat Evaluasi 

Kepala 

Bidang 

Perencanaan 

dan 

Penetapan 

Januari-

Desember 

2025 

Januari-

Desember 

2025 

Sedang 

dilaksanakan 

 

9  

Perjanjian kerja sama 

dengan Direktorat Jenderal 

Pajak, dan Dukcapil, BPN 

untuk proses tukar data 

 

Rapat 

Koordinasi dan 

Rapat Evaluasi 

Kepala 

Bidang 

Perencanaan 

dan 

Penetapan 

Triwulan 1 

(Januari-

Maret 

2025) 

Maret 2025 Sudah dilaksanakan 

 

10 Pemeliharaan sistem 

berkala, monitoring server 

secara rutin 

Surat 

Menyurat dan 

Rapat 

Koordinasi 

Kepala 

Bidang 

Pelayanan 

dan 

Penagihan 

Januari-

Desember 

2025 

Januari-

Desember 

2025 

Sedang 

dilaksanakan 

 

11 Petugas diberikan pelatihan 

berkala tentang penerapan 

SOP Pengawasan Pajak 

Daerah 

Rapat 

Koordinasi dan 

Rapat Evaluasi 

Kepala 

Bidang 

Pengawasan 

dan 

Pelaporan 

Januari-

Desember 

2025 

Januari-

Desember 

2025 

Sedang 

dilaksanakan 

 

12  

Memberikan insentif fiskal 

dan sanksi untuk 

keterlambatan pembayaran 

 

Surat 

Menyurat dan 

Rapat 

Koordinasi 

Kepala 

Bidang 

Pelayanan 

dan 

Penagihan 

Setiap 

triwulan  

2025 

Maret, Juni, 

September, 

Desember 

2025 

Sudah dilaksanakan 

 

13  

Menambah SDM dalam 

menangani keberatan dan 

pengurangan pajak daerah 

 

Surat 

Menyurat dan 

Rapat 

Koordinasi 

Kepala 

Bidang 

Pelayanan 

dan 

Penagihan 

Januari-

Desember 

2025 

Januari-

Desember 

2025 

Sedang 

dilaksanakan 
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14  

Penetapan sanksi 

administratif secara tegas 

kepada wajib pajak yang 

tidak patuh dan melakukan 

pelatihan terhadap SDM 

pemeriksa dan pengawasan 

secara merata 

 

Surat 

Menyurat dan 

Rapat 

Koordinasi 

Kepala 

Bidang 

Pengawasan 

dan 

Pelaporan 

Januari-

Desember 

2025 

Januari-

Desember 

2025 

Sedang 

dilaksanakan 

 

15 Pengembangan sistem 

pembayaran digital untuk 

pembayaran semua 

retribusi daerah 

Surat 

Menyurat, 

Rapat 

Koordinasi, 

Rapat Evaluasi 

Kepala 

Bidang 

Pengawasan 

dan 

Pelaporan 

Januari-

Desember 

2025 

Januari-

Desember 

2025 

Sedang 

dilaksanakan 

 

16 Koordinasi optimalisasi 

retribusi dalam menggali 

potensi 

Rapat 

Koordinasi 

Kepala 

Subbagian 

Perencaanaan 

dan Evaluasi 

Januari-

Desember 

2025 

Januari-

Desember 

2025 

Sedang 

dilaksanakan 
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E. Pengendalian Yang Masih Dibutuhkan 

Adapun rencana tindak pengendalian ( RTP ) terhadap risiko di atas yang berisi jenis risiko, risiko, kode risiko, uraian peng endalian yang sudah ada, celah 

pengendalian, rencana tindak pengendalian, pemilik/penanggung jawab, serta target waktu penyelesaian risiko yang dihadapi dapat dijelaskan melalui matriks 

formulis kertas kerja sebagai berikut : 

 

 

 

Formulir Kertas Kerja 

Penilaian Atas Kegiatan Pengendalian Yang Ada Dan Masih Dibutuhkan 

Nama Pemda Pemerintah Kabupaten Lamongan 

Tahun Penilaian 2025 

Tujuan Strategis Pemda  

Urusan Pemerintahan  

Dinas Terkait Badan Pendapatan Daerah 

 

No Risiko Prioritas Kode Risiko 
Uraian Pengendalian yang 

Sudah Ada *) 
Celah Pengendalian 

Rencana Tindak 

Pengendalian 

Pemilik/ 

Penangungg 

Jawab 

Target Waktu 

Penyelesaian 

Risiko Strategis OPD Badan 

Pendapatan Daerah: 
      

1 

Tidak Tercapainya Target 

Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) 

RSO.25.37.08.01 

Membuat target 

Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) dengan mengacu 

pada indikator PDRB dan 

mempertimbangkan 

analisis rata-rata tren 

Potensi pajak 

daerah belum 

tergali secara 

optimal 

Membuat target 

Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) 

mempertimbangkan 

dinamika makroekonomi 

daerah secara 

Kepala Badan Juni&Juli 2025 
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kenaikan realisasi pajak 

dalam 5 tahun terakhir 

yaitu 2020-2024, dan tren 

potensi pajak. 

komprehensif dan kajian 

potensi. 

 

 

 

 

 

 

 

Risiko Operasional OPD Badan 

Pendapatan Daerah: 
      

1 

Risiko Keuangan : 

Rendahnya realisasi pajak 

daerah dan retribusi daerah 

 

ROO.25.37.08.01 

Peningkatan Efektivitas 

Penagihan dan 

Pemeriksaan Pajak Daerah 

WP masih kurang 

sadar akan 

kewajiban 

perpajakannya dan 

penagihan tidak 

optimal 

Sosialisasi pajak dan 

retribusi daerah secara 

masif, dan monev OPD 

penghasil secara berkala 

Kepala Badan 

dan Kepala 

Bidang-

Bidang 

Setiap Triwulan 2025 

2 

Risiko Strategis : Penetapan 

target pajak daerah tidak 

sesuai dengan potensi yang 

ada dan belum 

mempertimbangkan 

makroekonomi daerah secara 

komprehensif 

 

ROO.25.37.08.02 

Membuat kajian ilmiah 

dalam menetapkan target 

PAD 

Keterbasan 

anggaran dan SDM 

dalam membuat 

kajian ilmiah 

Kerja sama dengan pihak 

akademis dalam 

pembuatan kajian ilmiah 

makroekonomi daerah 

dalam menetapkan target 

PAD 

Kepala Bidang 

Perencanaan 

dan Penetapan 

Juni & Juli 2025 

3 Risiko operasional : Data ROO.25.37.08.03 Mengupdate data potensi Pendataan belum Melakukan digitalisasi Kepala Bidang Tribulan I (Januari-
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potensi pajak daerah tidak 

tersusun secara akurat 

 

pajak daerah secara berkala menyeluruh dan 

database pajak 

belum terpadu 

untuk merekam 

seluruh objek dan 

subjek pajak 

daerah. 

pendataan objek pajak 

daerah secara integrasi 

(bisa berbasis lokasi 

seperti GIS) 

Perencanaan 

dan Penetapan 

Maret 2025) 

4 

Risiko Kepatuhan :Masih 

rendahnya tingkat kesadaran 

wajib pajak dalam 

memenuhi kewajiban 

perpajakannya 

 

ROO.25.37.08.04 

Melakukan sosialisasi dan 

kampanya pajak daerah 

secara berkala 

Belum sosialisasi 

secara menyeluruh 

Membuat jadwal dan 

sosialisasi interaktif dan 

masif melalui media 

sosial 

Kabid 

Perencanaan 

dan Penetapan 

 

Januari-Desember 

2025 

5 

Risiko Operasional : 

Kualitas sarana dan 

prasarana pajak daerah yang 

rendah 

ROO.25.37.08.05 

Mengalokasikan anggaran 

khusus untuk pengadaan 

sarana prasarana 

penunjang pelayanan pajak 

online, seperti komputer, 

jaringan, server, dan sistem 

inform 

Pemeliharaan 

server tidak rutin  

Memelihara server secara 

berkala. 

 

Kepala Bidang 

Pelayanan dan 

Penagihan 

Januari-Desember 

2025 

6 

Risiko Operasional : 

Database pajak daerah yang 

tersusun belum akurat 

 

ROO.25.37.08.06 

Verifikasi dan validasi data 

secara berkala melalui 

survei lapangan, koordinasi 

dengan kecamatan/desa 

Tenaga teknis 

pendataan yang 

tidak mencukupi 

Menyediakan fitur untuk 

koreksi atau pembaruan 

data oleh petugas 

lapangan atau WP secara 

mandiri dengan otorisasi 

dan mengusulkan 

penambahan tenaga 

teknis pendataan pajak 

Kepala Bidang 

Perencanaan 

dan Penetapan 

Triwulan I (Januari-

Maret 2025) 
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daerah 

7 

Risiko Teknologi Informasi 

: basis data eror dalam 

pemetaan zona pajak dan 

sistem pengamanan minim 

 

ROO.25.37.08.07 

Mengembangkan peta 

digital berbasis GIS 

(Geographic Information 

System) yang terintegrasi 

dan terenkripsi 

Tenaga teknis 

Penilai PBB 

lapangan tidak 

mencukupi 

Mengusulkan 

penambahan tenaga 

teknis Penilai PBB 

Kepala Bidang 

Perencanaan 

dan Penetapan 

Januari-Desember 

2025 

8 

Risiko Operasional : Hasil 

Penilaian NJOP tidak sesuai 

dengan harga pasar aktual 

dan tidak adanya pembaruan 

zona nilai tanah secara rutin 

 

ROO.25.37.08.08 

Menetapkan jadwal 

pembaruan ZNT minimal 

setiap 2–3 tahun atau lebih 

cepat jika terjadi 

perkembangan wilayah 

signifikan. 

Minimnya Sistem 

Digital untuk 

Pemetaan dan 

Penilaian ZNT 

 

 

 

Mengembangkan sistem 

berbasis GIS atau sistem 

informasi pajak yang 

mampu memetakan nilai 

tanah secara spasial dan 

dinamis. 

Kepala Bidang 

Perencanaan 

dan Penetapan 

Januari-Desember 

2025 

9 

Risiko Strategis :  

Ketidaktepatan dalam 

menetapkan DHKP (Daftar 

Himpunan Ketetapan Pajak) 

 

ROO.25.37.08.09 

Terdapat sistem 

pengawasan kualitas 

(quality control) untuk 

verifikasi atas penetapan 

WP yang dilakukan oleh 

petugas lapangan. 

Basis data WP 

belum terintegrasi 

dengan data 

eksternal seperti 

Dukcapil, DJP, 

BPN 

Perjanjian kerja sama 

dengan Direktorat 

Jenderal Pajak, dan 

Dukcapil, BPN untuk 

proses tukar data 

Kepala Bidang 

Perencanaan 

dan Penetapan 

Tribulan 1 (Januari-

Maret 2025) 

10 

Risiko Operasional : Sistem 

pelayanan pajak online 

terhambat 

 

ROO.25.37.08.10 

Menyediakan server yang 

handal, jaringan internet 

yang stabil, serta perangkat 

pendukung (komputer, 

router, UPS) serta 

menyiapkan server 

cadangan. 

Gangguan server 

karena virus atau 

serangan siber 

Pemeliharaan sistem 

berkala, monitoring 

server secara rutin 

Kepala Bidang 

Pelayanan dan 

Penagihan 

Januari-Desember 

2025 

11 
Risiko Operasional :  

Pamalsuan Data Pajak dan  
ROO.25.37.08.11 

Penerapan SOP 

Pengawasan Pajak  Daerah 

SDM yang kurang 

memperhatikan 

Petugas diberikan 

pelatihan berkala tentang 

Kepala Bidang 

Pengawasan 

Januari-Desember 

2025 



 

27 

 

Risiko Human Eror 

 

yang terstandar dan 

pengawasan data pajak 

oleh petugas secara berkala 

SOP penerapan SOP 

Pengawasan Pajak 

Daerah 

dan Pelaporan 

12 

Risiko Kepatuhan: Tidak 

terpenuhinya target 

penerimaan pajak 

 

ROO.25.37.08.12 

Peningkatan Kepatuhan 

Wajib Pajak dengan 

sosialisasi pembayaran 

pajak nontunai secara 

masif 

Wajib Pajak tidak 

patuh dalam 

pembayaran pajak 

 

 

Memberikan insentif 

fiskal dan sanksi untuk 

keterlambatan 

pembayaran 

Kepala Bidang 

Pelayanan dan 

Penagihan 

Setiap triwulan  2025 

13 

Risiko Operasional : 

Keterlambatan proses 

penanganan keberatan dan 

pengurangan pajak daerah 

 

ROO.25.37.08.13 

Membuat digitalisasi 

sistem penanganan 

keberatan dan pengurangan 

pajak daerah 

Kurang adanya 

SDM terampil 

dalam menangani 

keberatan dan 

pengurangan pajak 

daerah 

Menambah SDM  dalam 

menangani keberatan dan 

pengurangan pajak daerah 

Kepala Bidang 

Pelayanan dan 

Penagihan 

Januari-Desember 

2025 

14 

Risiko Operasional : Tidak 

kooperatifnya wajib pajak, 

dan keterbatasan SDM 

Pemeriksa dan Pengawasan 

Pajak 

 

ROO.25.37.08.14 

Peningkatan edukasi dan 

pengawasan terhadap 

wajib pajak yang tidak 

koperatif dan menambah 

jumlah SDM pemeriksa 

Sanksi terhadap 

wajib pajak tidak 

kooperatif tidak 

diterapkan secara 

tegas dan 

ketergantungan 

SDM senior pada 

pengawasan dan 

pemeriksaan pajak 

Penetapan sanksi 

administratif secara tegas 

kepada wajib pajak yang 

tidak patuh dan 

melakukan pelatihan 

terhadap SDM pemeriksa 

dan pengawasan secara 

merata 

Kepala Bidang 

Pengawasan 

dan Pelaporan 

Januari-Desember 

2025 

15 

Risiko Kemitraan :  

Lemahnya Pengawasan 

Retribusi Daerah 

 

ROO.25.37.08.15 

Menggunakan dashboard 

monitoring online yang 

dapat diakses oleh 

Bapenda dan OPD 

Penghasil. 

Pemungutan 

retribusi masih 

dilakukan secara 

tunai dan dicatat 

manual sehingga 

Pengembangan sistem 

pembayaran digital untuk 

pembayaran semua 

retribusi daerah 

Kepala Bidang 

Pengawasan 

dan Pelaporan 

Januari-Desember 

2025 
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rentan terjadi 

penyelewengan 

16 

Risiko Kepatuhan : 

Penolakan atau resistensi 

terhadap penggunaan sistem 

elektronifikasi perpajakan 

daerah 

 

ROO.25.37.08.16 

Membuat sistem 

pembayaran yang ramah 

pengguna dan Pendekatan 

yang komunikatif terutama 

kepada masyarakat desa 

tentang urgensinya 

pembayaran digital pajak 

daerah 

Tidak disediakan 

helpdesk atau tim 

pendamping yang 

aktif mendampingi 

selama sistem 

diterapkan. 

Menyediakan SDM IT 

pendamping untuk 

membantu masyarakat 

dalam pembayaran digital 

Kepala 

Subbagian 

Perencaanaan 

dan Evaluasi 

Januari-Desember 

2025 
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BAB IV 

RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI 

Kesuksesan pengendalian risiko startegis dan operasional OPD salah satunya dipengaruhi oleh 

faktor informasi dan komunikasi. Faktor informasi dan komunikasi diperlukan dalam penyampaian  

risiko strategis dan operasional serta rencana tindak pengendalian dalam menangani terjadinya 

risiko dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lamongan. Berikut akan 

dijabarkan mengenai rancangan informasi dan komunikasi yang telah disusun oleh Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan ke dalam   matriks sebagai berikut : 

Formulir Kertas Kerja 

Pengkomunikasian Pengendalian yang Dibangun 

 

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Lamongan  

Tahun Penilaian : 2025  

Tujuan Strategis 

Pemda 
: 

 

Urusan 

Pemerintahan 
: 

 

Dinas Terkait : Badan Pendapatan Daerah  

   

No 

Kegiatan 

Pengendalian 

yang 

Dibutuhkan 

Media/Bentuk 

Sarana 

Pengkomunika

sian 

Penyedia 

Informasi 

Penerima 

Informasi 

Rencana 

Waktu 

Pelaksana

an 

Realisasi Waktu 

Pelaksanaan 
Keterangan 

Risiko Strategis OPD Badan Pendapatan 

Daerah: 

    

1 Membuat 

target 

Pendapatan 

Asli Daerah 

(PAD) 

mempertimba

ngkan 

dinamika 

makroekonom

i daerah secara 

komprehensif 

dan kajian 

potensi. 

Surat 

menyurat, 

laporan analisis 

dan rapat 

koordinasi 

Kepala 

Badan 

Wajib 

Pajak 

Juni&Juli 

2025 

Juni&Juli 2025 Perhitungan 

target PAD 

masih 

membertimbang

kan indikator 

makroekonomi 

berupa PDRB 

dan tren 

kenaikan pajak 

5 tahun terakhir 

serta analis 

potensi pajak 

daerah 

  

Risiko Operasional OPD Badan Pendapatan 

Daerah: 

    

1  

Sosialisasi 

pajak dan 

retribusi 

daerah secara 

Media cetak, 

surat 

undangan, 

rapat 

koordinasi 

Kepala 

Badan dan 

Kepala 

Bidang-

Bidang 

Wajib 

Pajak dan 

OPD 

Penghasil 

Setiap 

triwulan 

2025 

Maret,Juni,September,Des

ember 2025 

Sedang 

dilaksanakan 



 

30 

 

masif, dan 

monev OPD 

penghasil 

secara berkala 

 

2 Kerja sama 

dengan pihak 

akademis 

dalam 

pembuatan 

kajian ilmiah 

makroekonom

i daerah dalam 

menetapkan 

target PAD 

 

Surat 

menyurat, rapat 

koordinasi, 

laporan kajian 

Kepala 

Bidang 

Perencanaa

n dan 

Penetapan 

Pihak 

akademisi 

Juni dan 

Juli 2025 

Akan dilaksanakan Akan 

dilaksanakan 

kerja sama 

dengan 

akademisi 

dengan 

berkoordinasi 

dengan 

Bappeda 

terlebih dahulu 

3 Melakukan 

digitalisasi 

pendataan 

objek pajak 

daerah secara 

integrasi (bisa 

berbasis lokasi 

seperti GIS) 

Surat menyurat 

dan laporan 

kajian 

Kepala 

Bidang 

Perencanaa

n dan 

Penetapan 

Wajib 

Pajak dan 

Staf 

Subbidang 

Perencana

an dan 

Penetapan 

Tribulan I 

(Januari-

Maret 

2025) 

Maret 2025 Sudah 

dilaksanakan 

4 Membuat 

jadwal dan 

sosialisasi 

interaktif dan 

masif melalui 

media sosial 

Surat menyurat 

dan rapat 

koordinasi 

Kepala 

Bidang 

Perencanaa

n dan 

Penetapan 

Wajib 

Pajak dan 

Staf 

Subbidang 

Perencana

an dan 

Penetapan 

Januari-

Desember 

2025 

Januari-Desember 2025 Sedang 

dilaksanakan 

5 Memelihara 

server secara 

berkala 

Surat menyurat 

dan rapat 

koordinasi 

Kepala 

Bidang 

Pelayanan 

dan 

Penagihan 

Staf 

Subbidang 

pelayanan 

dan 

penagihan 

Januari-

Desember 

2025 

Januari-Desember 2025 Sedang 

dilaksanakan 

6 Menyediakan 

fitur untuk 

koreksi atau 

pembaruan 

data oleh 

petugas 

lapangan atau 

WP secara 

mandiri 

dengan 

otorisasi dan 

mengusulkan 

penambahan 

tenaga teknis 

Surat menyurat 

dan rapat 

koordinasi 

Kepala 

Bidang 

Perencanaa

n dan 

Penetapan 

Staf 

Subbidang  

Perencana

an dan 

Penetapan 

Tribulan 

I(Januari-

Maret202

5) 

Tribulan I(Januari-

Maret2025) 

Sudah 

dilaksanakan 
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pendataan 

pajak daerah 

7 Mengusulkan 

penambahan 

tenaga teknis 

Penilai PBB 

Surat menyurat 

dan rapat 

koordinasi 

Kepala 

Bidang 

Perencanaa

n dan 

Penetapan 

Staf 

Subbidang 

Perencana

an dan 

Penetapan 

Januari-

Desember 

2025 

Januari-Desember 2025 Sedang 

dilaksanakan 

8 Mengembang

kan sistem 

berbasis GIS 

atau sistem 

informasi 

pajak yang 

mampu 

memetakan 

nilai tanah 

secara spasial 

dan dinamis. 

Surat menyurat 

dan rapat 

koordinasi 

Kepala 

Bidang 

Perencanaa

n dan 

Penetapan 

Staf 

Subbidang  

Perencana

an dan 

Penetapan 

Januari-

Desember 

2025 

Januari-Desember 2025 Sedang 

dilaksanakan 

9  

Perjanjian 

kerja sama 

dengan 

Direktorat 

Jenderal 

Pajak, dan 

Dukcapil, 

BPN untuk 

proses tukar 

data 

 

Surat 

perjanjian dan 

rapat 

koordinasi 

Kepala 

Bidang 

Perencanaa

n dan 

Penetapan 

Staf 

Subbidang  

Perencana

an dan 

Penetapan 

Januari-

Desember 

2025 

Januari-Desember 2025 Sedang 

dilaksanakan 

10 Pemeliharaan 

sistem 

berkala, 

monitoring 

server secara 

rutin 

Surat menyurat 

dan rapat 

koordinasi 

Kepala 

Bidang 

Pelayanan 

dan 

Penagihan 

Staf 

Subbidang 

Pelayanan 

dan 

Penagihan 

Januari-

Desember 

2025 

Januari-Desember 

2025 

Sedang 

dilaksanakan 

11 Petugas 

diberikan 

pelatihan 

berkala 

tentang 

penerapan 

SOP 

Pengawasan 

Pajak Daerah 

Surat menyurat 

dan rapat 

koordinasi 

Kepala 

Bidang 

Pengawasa

n dan 

Pelaporan 

Staf 

Subbidang 

Pengawas

an dan 

Pelaporan 

Januari-

Desember 

2025 

Januari-Desember 2025 Sedang 

dilaksanakan 

12  

Memberikan 

insentif fiskal 

dan sanksi 

Surat menyurat 

dan rapat 

koordinasi 

Kepala 

Bidang 

Pelayanan 

dan 

Staf 

Subbidang 

Pelayanan 

dan 

Setiap 

Triwulan 

2025 

Maret,Juni,September,Des

ember 2025 

Sedang 

dilaksanakan 
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untuk 

keterlambatan 

pembayaran 

 

Penagihan Penagihan 

13  

Menambah 

SDM dalam 

menangani 

keberatan dan 

pengurangan 

pajak daerah 

 

Surat menyurat 

dan rapat 

koordinasi 

Kepala 

Bidang 

Pelayanan 

dan 

Penagihan 

Staf 

Subbidang 

Pelayanan 

dan 

Penagihan 

Januari-

Desember 

2025 

Januari-Desember 

2025 

Sedang 

dilaksanakan 

14  

Penetapan 

sanksi 

administratif 

secara tegas 

kepada wajib 

pajak yang 

tidak patuh 

dan 

melakukan 

pelatihan 

terhadap SDM 

pemeriksa dan 

pengawasan 

secara merata 

 

Surat menyurat 

dan rapat 

koordinasi 

Kepala 

Bidang 

Pengawasa

n dan 

Pelaporan 

Wajib 

Pajak dan 

Staf 

Subbidang 

Pengawas

an dan 

Pelaporan 

Januari-

Desember 

2025 

Januari-Desember 2025 Sedang 

dilaksanakan 

15 Pengembanga

n sistem 

pembayaran 

digital untuk 

pembayaran 

semua 

retribusi 

daerah 

Surat menyurat 

dan rapat 

koordinasi 

Kepala 

Bidang 

Pengawasa

n dan 

Pelaporan 

Wajib 

Pajak dan 

Staf 

Subbidang 

Pengawas

an dan 

Pelaporan 

Januari-

Desember 

2025 

Januari-Desember 2025 Sedang 

dilaksanakan 

16 Menyediakan 

SDM IT 

pendamping 

untuk 

membantu 

masyarakat 

dalam 

pembayaran 

digital 

Surat menyurat 

dan rapat 

koordinasi 

Kepala 

Subbagian 

Perencaana

an dan 

Evaluasi 

Wajib 

pajak dan 

SDM IT 

Januari-

Desember 

2025 

Januari-Desember 2025 Sedang 

dilaksanakan 
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BAB V 

RANCANGAN PEMANTAUAN 

Pengendalian dan pemantauan risiko merupakan salah satu faktor dalam penentuan 

keberhasilan sebuah organisasi dalam pelaksanaan tugas serta pencapaian target dan kinerja 

organisasi perangkat daerah. Badan Pendapatan Daerah  Kabupaten Lamongan sebagai pelaksana 

tugas dalam urusan pendapatan daerah, guna mengendalikan dan menghadapi risiko-risiko yang 

diidentifikasi dalam pencapaian tujuan organisasi maka disusun sebuah rancangan pemantauan 

yang dapat kami jabarkan melalui matriks tabel sebagaimana berikut : 

Formulir Kertas Kerja 

Rancangan Pemantauan Atas Pengendalian Intern 

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Lamongan 

Tahun Penilaian : 2025 

Tujuan Strategis Pemda : 

Urusan Pemerintahan : 

Dinas Terkait : Badan Pendapatan Daerah 

  

No 

Kegiatan 

Pengendalian yang 

Dibutuhkan 

Bentuk/Metode 

Pemantauan 

yang 

Diperlukan 

Penanggung 

Jawab 

Pemantauan 

Rencana 

Waktu 

Pelaksanaan 

Pemantauan 

Realisasi 

Waktu 

Pelaksanaan 

Keterangan 

Risiko Strategis OPD Badan Pendapatan Daerah:    

1 Membuat target 

Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) 

mempertimbangkan 

dinamika 

makroekonomi 

daerah secara 

komprehensif dan 

kajian potensi. 

Rapat 

Koordinasi dan 

Rapat Evaluasi 

Kepala 

Badan 

Juni&Juli 

2025 

Juni&Juli 

2025 

Perhitungan target PAD 

masih 

membertimbangkan 

indikator makroekonomi 

berupa PDRB dan tren 

kenaikan pajak 5 tahun 

terakhir serta analis 

potensi pajak daerah 

 

Risiko Operasional OPD Badan Pendapatan Daerah:    

1 Sosialisasi pajak dan 

retribusi daerah 

secara masif, dan 

monev OPD 

penghasil secara 

berkala 

 

Surat 

Menyurat dan 

Rapat 

Koordinasi, 

Rapat Evaluasi 

Kepala 

Badan dan 

Kepala 

Bidang-

Bidang 

Setiap 

Triwulan 

2025 

Maret, Juni, 

September, 

Desember 

2025 

Sudah dilaksanakan 

2 Kerja sama dengan 

pihak akademis 

dalam pembuatan 

kajian ilmiah 

makroekonomi 

daerah dalam 

menetapkan target 

PAD 

 

Rapat 

Koordinasi, 

Surat 

Menyurat 

Kepala 

Bidang 

Perencanaan 

dan 

Penetapan 

Juni & Juli 

2025 

Juni & Juli 

2025 

Akan dilaksanakan kerja 

sama dengan akademisi 

dengan berkoordinasi 
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3 Melakukan 

digitalisasi pendataan 

objek pajak daerah 

secara integrasi (bisa 

berbasis lokasi 

seperti GIS) 

 

Rapat 

Koordinasi 

Kepala 

Bidang 

Perencanaan 

dan 

Penetapan 

Tribulan I 

(Januari-

Maret 

2025) 

Maret 2025 Sudah dilaksanakan 

4 Membuat jadwal dan 

sosialisasi interaktif 

dan masif melalui 

media sosial 

 

Surat 

Menyurat, 

Rapat 

Koordinasi 

Kepala 

Bidang 

Perencanaan 

dan 

Penetapan 

Januari-

Desember 

2025 

Januari-

Desember 

2025 

Sedang 

dilaksanakandilaksanakan 

5 Memelihara server 

secara berkala  

Surat 

Menyurat, 

Rapat 

Koordinasi, 

Rapat Evaluasi 

Kepala 

Bidang 

Pelayanan 

dan 

Penagihan 

Januari-

Desember 

2025 

Januari-

Desember 

2025 

Sedang dilaksanakan 

6 Menyediakan fitur 

untuk koreksi atau 

pembaruan data oleh 

petugas lapangan 

atau WP secara 

mandiri dengan 

otorisasi dan 

mengusulkan 

penambahan tenaga 

teknis pendataan 

pajak daerah 

 

Surat 

Menyurat dan 

Rapat 

Koordinasi 

Kepala 

Bidang 

Perencanaan 

dan 

Penetapan 

Triwulan I 

(Januari-

Maret 

2025) 

Maret 2025 Sudah dilaksanakan 

7 Mengusulkan 

penambahan tenaga 

teknis Penilai PBB 

 

Surat 

Menyurat, 

Rapat 

Koordinasi 

Kepala 

Bidang 

Perencanaan 

dan 

Penetapan 

Januari-

Desember 

2025 

Januari-

Desember 

2025 

Sedang dilaksanakan 

8 Mengembangkan 

sistem berbasis GIS 

atau sistem informasi 

pajak yang mampu 

memetakan nilai 

tanah secara spasial 

dan dinamis. 

 

Rapat 

Koordinasi dan 

Rapat Evaluasi 

Kepala 

Bidang 

Perencanaan 

dan 

Penetapan 

Januari-

Desember 

2025 

Januari-

Desember 

2025 

Sedang dilaksanakan 

9 Perjanjian Kerja 

sama dengan 

Direktorat Jenderal 

Pajak, dan Dukcapil, 

BPN untuk proses 

tukar data 

 

Rapat 

Koordinasi dan 

Rapat Evaluasi 

Kepala 

Bidang 

Perencanaan 

dan 

Penetapan 

Triwulan 1 

(Januari-

Maret 

2025) 

Maret 2025 Sudah dilaksanakan 
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10 Pemeliharaan sistem 

berkala, monitoring 

server secara rutin 

 

Surat 

Menyurat dan 

Rapat 

Koordinasi 

Kepala 

Bidang 

Pelayanan 

dan 

Penagihan 

Januari-

Desember 

2025 

Januari-

Desember 

2025 

Sedang dilaksanakan 

11 Petugas diberikan 

pelatihan berkala 

tentang penerapan 

SOP Pengawasan 

Pajak Daerah 

 

Rapat 

Koordinasi dan 

Rapat Evaluasi 

Kepala 

Bidang 

Pengawasan 

dan 

Pelaporan 

Januari-

Desember 

2025 

Januari-

Desember 

2025 

Sedang dilaksanakan 

12 Memberikan insentif 

fiskal dan sanksi 

untuk keterlambatan 

pembayaran 

 

Surat 

Menyurat dan 

Rapat 

Koordinasi 

Kepala 

Bidang 

Pelayanan 

dan 

Penagihan 

Setiap 

triwulan  

2025 

Maret, Juni, 

September, 

Desember 

2025 

Sudah dilaksanakan 

13 Menambah SDM 

dalam menangani 

keberatan dan 

pengurangan pajak 

daerah 

 

Surat 

Menyurat dan 

Rapat 

Koordinasi 

Kepala 

Bidang 

Pelayanan 

dan 

Penagihan 

Januari-

Desember 

2025 

Januari-

Desember 

2025 

Sedang dilaksanakan 

14 Penetapan sanksi 

administratif secara 

tegas kepada wajib 

pajak yang tidak 

patuh dan melakukan 

pelatihan terhadap 

SDM pemeriksa dan 

pengawasan secara 

merata 

 

Surat 

Menyurat dan 

Rapat 

Koordinasi 

Kepala 

Bidang 

Pengawasan 

dan 

Pelaporan 

Januari-

Desember 

2025 

Januari-

Desember 

2025 

Sedang dilaksanakan 

15 Pengembangan 

sistem pembayaran 

digital untuk 

pembayaran semua 

retribusi daerah 

 

Surat 

Menyurat, 

Rapat 

Koordinasi, 

Rapat Evaluasi 

Kepala 

Bidang 

Pengawasan 

dan 

Pelaporan 

Januari-

Desember 

2025 

Januari-

Desember 

2025 

Sedang dilaksanakan 

 

 

16 Menyediakan SDM 

IT pendamping untuk 

membantu 

masyarakat dalam 

pembayaran digital 

 

Surat 

Menyurat dan 

Rapat 

Koordinasi 

Kepala 

Subbagian 

Perencaanaan 

dan Evaluasi 

Januari-

Desember 

2025 

Januari-

Desember 

2025 

Sedang dilaksanakan 
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